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Waspada Korupsi
di Tengah Bencana

PANDEMI Covid-19 memberikan
dampak yang sangat besar bagl ke-
hidupan manusia, tidak harya Indo-
nesia, ada 234 negara yang terpapar
Covid-19. Virus ini bersifatberbaha-
ya dan nmdah menyebar melalu in-
teraksi manusia, oleh karenanya di-
lakukan pembatasan interaks! sosial
di masyarakat.Melihat perkembang-
an sltuasl, akhimya pemerintah me-
netapkan pandemi Covid 19 sebagal
bencana nasional.

Dalam rangka menanggulangl
pendemiini, pemerintah menylapkan
segala instrumen untuk menyela-
matkan kondisi t.Secara
teknis telah dibentuk Gugus Tugas
Covid-19 yang bertugas khusus un-
tuk menangani penyebaran penyakit
ini di masyarakat, secara fiskal pe-
merintah pusat telah menganggar-
kan Rp. 405 trillun.

Pemerintah Daerah juga sudah
melakukan refocusing anggaran,
memangkas anggaran lain untuk
dialokasikan ke dalam keglatan pe-
nanganan Covid-19. Pemerintah
Provinsi Jawa Tengah telah menga-
lokasikan anggaran sekdtar 2.1 trili-
un untuk hal inl.

Anggdaran yang sangat besar ter-
sebut difokuskan pada 3 bidang,
kesehatan, soclal safety net (Jaring
pengaman social) dan pemulihan
ekonomi. Anggaran yang besar ini
diharapkan dapat menyelematkan
kondisi ekonomi dan menjamin ke-
sejahteraan masyarakat.

Namun, yang perlu menjadi per-
hatian adalah memastikan penggu-
naan anggaran sesual dengan tuju-
anya, karena kita juga mempunyal
masalah laten bernama “korupst”.

Korupsi Dana Bencana

Sulit rasanya berpikir sampal ke-
sana, membayangkan dikondis! wa-

bah sepertl inl ada orang yang tega
melakukan praktik korupsi, apala-
gl dana besar itu ditujukan untuk
menyelematkan nyawa manusia.
Sayangnya, menurut catatan Indo-
nesila Corruption Watch (ICW) kasus
korupsi selalu ada di ballk penana-
nganan bencana besar di Indonesia,
sepertl yang terjadi di Aceh,Yog-

yakarta. Palu, Lombok dan
Banten.

angan dan Pembangunan (BPKP)
untuk melakukan pendampingan
dan pengawasan keuangan, sejalan
dengan itu Menterl Dalam Negeri
mengeluarkan Intruksi No 1 Tahun
2020 yang mengamanatkan kepada
Aparat Pengawasan Intern Pemerin-
tah (APIP) untuk melakukan peng-
awasan terkait realisasl anggaran
penanganan Covid-19 di pemerintah
daerah.

Ketiga, Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pe-

Lantas, apakah kali ini merintah (LKPP) mengeluarkan
korupsi di tengah bencana o edaran yang intinya memper-
akan berulang lagi?. Un- !",."': Ehe mudah proses pengadaan
fuk menjawabnya kita per- barang /jasa dalam kondisi
Iu melihat beberapa hal. wabah Covid-19. Penye-

Pertama,pemerin- omag derhanaan proses peng-
tah dalam Perpu No 1 / adaan barang/jasa ini ber-
Tahun 2020 tentang tujuan untuk mem-
Kebifjakan Keuangan M ISATHORIQ percepat penanganan
Negaradan Stabill-  yayasiswh PROGRAM MAGISTER ~ Wabah.
tasSistemEeuangan ADMINISTRAS! PUBLIK UNDIP Keempat, rapat ko-
Untuk Penanganan ordinasi antara Ketua
PandemiCoronaVirus BPK. Menterl Dalam
Disease 2019 (Covid-19) dan /atau- Negerl, Kepala BPKP,POLRI, dan Ke-
DalamRangkaMenghadapi Ancama- pala LEPP yang ditkuti oleh Kepala
nyanghembahayakanPerkonomian- Daerah Se Indonesia pada tanggal 8

Naslonaldan /atauStabilitasSistem

Keuanganpasal 27 menerangkan
bahwa para pejabat yang berkaitan
dengan pelaksanaan Perpu tersebut
tidak dapat dituntut balk secara
perdata maupun pidana jika dalam
melaksanakan tugas didasarkan
pada ikiikad baik.

Kedua, Inpres No 4 tahun 2020
tentang tentang Refocussing Ke-
glatan, Realokasl Anggaran serta
Pengadaan Barang dan Jasa da-
lam rangka Percepatan Penangan-
an Covid-19 yang mengamanatkan
kepada Badan Pengawasan Keu-

April 2020 menekankan bahwa Ke-
pala Daerah dan pejabat pengadaan
tidak perlu takut dengan ancaman
pidana korupsi, sejauh tidak ada
niat jahat (Mens Rea).

Darl keempat hal tersebut dapat
kita lihat pemerintah menylapkan
sistem pengawasan yang ketatuntuk
mengawal dana penanganan wabah
Covid-19. Kendatl demikian, berda-
sarkan data KPK, 80 % korupsi terja-
di di sektor pengadaan barang /jasa.
disinilah potensi korupsi terbesar
bisa terjadi, apalagl dalam kondisi
darurat sepertl sekarang prosesnya

Justru dipermudah. Maka semua
stakeholder pengawasan (KPK, BPK,
EPKP, APIP dan APH) dikerahkan
untuk mengawal dan mengawasi.

Selanjutnya pemerintah juga telah
memberl semacam garansi bagl para
pejabat dari tuntutan pidana korup-
s, yang perlu digarisbawahi adalah
sepanjang dalam melaksanakan tu-
gas didasarl iktikad balk dan tidak
ada niat jahat maka dia tidak diang-
gap pidana korupsi.

Bagl oknum yang masih nekat
menggadalkan hatl nuraninya de-
ngan melakukan praktik korupsidi
tengah bencana, maka sesual de-
ngan pasal 2 UU No 31 Tahun 1999
tentang Tindak Pidana Korupsi da-
pat dituntut hukuman maksimal
penjara seumur hidup atau mak-
simal 20 tahun, denda Rp 1 miliar,
bahkan sampal pidana matl.

Saat ini tugas Pemerintah untuk
memastikan sistem pengawasan
berjalan dengan baik, sekecil apa-
pun celah korupst harus dicegah.
Validasi data penerima bantuan per-
In dilakukan sebaik-balknya, me-
mastikan bantuan diterima secara
tepat tanpa penyalahgunaan. Proses
validasi ini berkejeran dengan kondi-
sl masyarakat yang semakin susah
karena Covid-19.

Disamping itu semua pemerintah
terus menerusmembulatkan tekad
dan meneguhkan hatl bahwa tugas
yang diemban adalah tugas mulia,
Jangan sampal ternoda oleh korup-
sl. Tugas masyarakat turut serta
mengawasl penggunaan anggaran
dan penyaluran bantuan agar sesu-
al dengan tujuannya. Semoga wabah
Covid-19 segera teratasi tanpa ada
korupsl. (*)



